BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

a.

Kerangka regulasi masa jabatan kepala desa telah diatur dalam beberapa rezim
undang-undang sebelum, dan pada era reformasi. Kerangka tersebut menjabarkan
bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa di Indonesia terus berubah-ubah, dan
tidak ada pakem yang jelas atas ketentuan pembatasan masa jabatan.

ren penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, korupsi sektor desa selalu
menjadi tiga teratas dari jumlah kasus korupsi yang ada. Tipologi kasus 2015-2021
korupsi sektor desa terbagi menjadi lima yakni: (i) 14 kasus penggelembungan
anggaran, (i1) 15 kasus proyek atau kegiatan fiktif, (iii) 36 kasus laporan fiktif, (iv)
44 kasus penyelewengan anggaran dan (v) 44 kasus penggelapan.

Pada 2022 terdapat pergeseran tipologi kasus korupsi sektor desa (i) 54 kasus
penggelembungan anggaran, (ii) 14 kasus proyek/kegiatan fiktif, (iii)) 14 kasus
laporan fiktif, (iv) 1 kasus penyelewengan anggaran dan (v) 0 kasus penggelapan
Faktor penyebab terjadinya korupsi pada sektor desa adalah minimnya transparansi
dan partisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Hal ini
diperparah dengan mahalnya biaya politik dan ongkos sosial.

Faktor minimnya partisipasi, transparansi dan mandulnya BPD semakin memburuk
pada periode kedua dibuktikan dengan adanya lima puluh tiga kasus korupsi sektor

desa yang semakin menguat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

77



masa jabatan kepala desa berimplikasi pada tingkat korupsi yang terjadi di sektor

desa.
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